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ABSTRACT

Every civil servant candidate must pass basic training as requirements to become civil

servants. PPSDMA has accreditated B for basic training by 2018 for three years. This gﬁgﬁfe'gsg%';& 12021
accreditation gives opportunity and challenge to do continuous improvement in the Accepted:' 21/07/2021
training program. As a result, PPSDMA needs to evaluate basic training program by  Published: 31/08/2021
using PDCA approach. This research aims to evaluate the basic training program and

give recommendation in readiness towards reaccreditation in 2021. This research KT(YWQRD.S .

.. o . o . reditasi, Pelatihan Dasar,
uses a descriptive qualitative method by analyzing accreditation documents in 2018,  \ anajemen Mutu,
interview, and focus group discussion with stakeholder. The result of this research  Pengembangan Kompetensi
reveals that PPSDMA has three critical steps such as the readiness of accreditation
documents, visitation, and follow up recommendations from visitation. The
assessment of accreditation uses PDCA approach consisting of planning, organizing,
evaluating, the result of training organization, budget, and infrastructure. According
to the self-assessment result, PPSDMA only gets weighted 81,02 or category B which
complies with two elements: the result of training organization and budget. However,
if PPSDMA does intervention by completing the required documents in other
elements, PPSDMA could get weighted 94,84 or category A for basic training.

ABSTRAK

Setiap calon pegawai negeri sipil wajib mengikuti pelatihan dasar sebagai syarat
untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. PPSDMA telah mendapatkan
akreditasi kategori B pada pelatihan dasar tahun 2018 dengan masa berlaku 3
tahun. Kategori ini memberikan kesempatan dan tantangan untuk terus melakukan
perbaikan mutu penyelengaraan pelatihan. Oleh karena itu, PPSDMA perlu
mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan dasar dengan pendekatan PDCA. Tujuan
penelitian ini adalah mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan dasar dan
memberikan rekomendasi dalam kesiapan menghadapi re-akreditasi tahun 2021.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan
penelahaan dokumen akreditasi tahun 2018, wawancara dan focus group discussion
dengan pihak terkait. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa PPSDMA memiliki
tiga tahapan kritis dalam proses akreditasi yaitu penyiapan dokumen akreditasi,
visitasi, dan perbaikan data akreditasi. Penilaian akreditasi program pelatihan
menggunakan pendekatan PDCA yang terdiri dari 6 unsur penilaian, yaitu: unsur
perencanaan, unsur penyelenggaraan, unsur evaluasi, unsur hasil penyelenggaraan
pelatihan, unsur pembiayaan, unsur sarana pendukung program pelatihan.
Berdasarkan hasil self-assessment, PPSDMA hanya memperoleh bobot penilaian
81,02 atau akreditasi kategori B dengan memenuhi dua unsur penilaian saja yaitu
unsur hasil penyelenggaraan pelatihan dan pembiayaan. Namun, jika dilakukan
intervensi dengan melengkapi persyaratan dokumen yang dibutuhkan pada unsur-
unsur lainnya maka PPSDMA dapat memperoleh bobot penilaian 94,84 atau
akreditasi kategori A pada program pelatihan dasar.
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PENDAHULUAN

Pelatihan dasar adalah pelatihan yang wajib diikuti oleh calon pegawai negeri sipil
sebagai syarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jika pelatihan yang
diberikan berkualitas, maka lulusan pelatihan yang dihasilkan juga berkualitas dan
berdaya saing. Pelatihan dasar dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan
pemerintah yang terakreditasi atau dijamin mutunya oleh lembaga pelatihan yang yang
telah terakreditasi. Lembaga pelatihan pemerintah adalah Lembaga yang diberikan
wewenang untuk menyelenggarakan pelatihan bagi ASN di Indonesia. Dalam
meningkatkan mutu program pelatihan tersebut, lembaga pelatihan harus memiliki
standar manajemen mutu internal (tim penjamin mutu) atau eksternal (akreditasi).

Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah lembaga yang diberi tugas membina dan
menyelenggarakan pelatihan bagi ASN. Salah satu pembinaan yang dilakukan adalah
melakukan penjaminan mutu program pelatihan secara nasional melaluai akreditasi.
Salah satu pelatihan yang diakreditasi oleh LAN adalah pelatihan dasar.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (PPSDMA) telah terakreditasi
kategori B pada tahun 2018. Masa berlaku akreditasi tersebut adalah selama tiga tahun
sehingga PPSDMA pada tahun 2021 harus melakukan re-akreditasi program pelatihan.
Kategori ini memberikan kesempatan dan tantangan bagi PPSDMA untuk
meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan dasar menjadi kategori A. Oleh karena
itu, PPSDMA perlu mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan dasar yang telah
dilakukan dengan pendekatan PDCA. Pendekatan PDCA dapat meninjau proses
perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi suatu program pelatihan.
Tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi penyelenggaraan pelatihan dasar
dengan pendekatan PDCA. Hasil evaluasi akan memberikan rekomendasi dalam
menyiapkan kelengkapan dokumen re-akreditasi sehingga dapat meningkatkan
kategori akreditasi program pelatihan dasar.

STUDI LITERATUR

Siklus PDCA diperkenalkan oleh Walter Shewhart tahun 1930 sehingga dikenal dengan
Shewhart Cycle. Kemudian dikembangkan oleh Dr Walter E. Deming yang selanjutnya
disebut The Deming Wheel. Prihantoro (2012) mengungkapkan siklus PDCA adalah
metode yang digunakan dalam melasakanakan perbaikan secara berkelanjutan.
Kerangka yang digunakan adalah mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk
melakukan perbaikan secara berkelanjutan sehingga mencapai kepuasan pelanggan.
Adapun tahapan yang dilakukan dalam penjaminan mutu adalah perencanaan (plan),
pelaksanaan (do), pemeriksaan (check), dan tindakan perbaikan (action). Melalui siklus
ini, lembaga pelatihan dapat mengevaluasi dan memperbaiki sistem penyelenggaraan
pelatihan secara mandiri dan berkelanjutan. Manfaat siklus PDCA adalah membantu
mengidentifikasi tugas dan fungsi dari organisasi, memberikan perbaikan dalam bisnis
proses organisasi, mengedalikan permasalahan yg memiliki pola tertentu, mengevaluasi
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alur kerja organisasi, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja (Prihantoro,
2012).

Riyantini (2017) mengungkapkan siklus PDCA merupakan gabungan penerapan dua
konsep manajemen yaitu pengendalian mutu dan pemecahan masalah (problem
solving) untuk diterapkan dalam organisasi secara sistematis. Adapun Langkah yang
dilakukan dalam tahap perencanaan adalah menentukan proses yang menjadi fokus
perbaikan sesuai dengan visi misi organisasi dan kebutuhan pelanggan, menetapkan
perbaikan yang akan dilakukan dari proses tersebut, menentukan data dan informasi
yang dibutuhkan. Pada tahap pelaksanaan terdiri dari mengumpulkan informasi
penting dari proses yang berlangsung, melaksanakan perubahan yang dapat
diterapkan. Selanjutnya, tahapan pemeriksaan terdiri dari melakukan pemantauan dan
evaluasi dari proses dan hasil perbaikan yang telah dilakukan melalui teknik observasi,
wawancara, atau survei, dan melaporkan hasil pemantauan tersebut. Pada tahapan
terakhir yaitu perbaikan dengan menindaklanjuti hasil laporan untuk dilakukan
penyesuaian berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan, membuat standarisasi
perubahan dengan merevisi proses yang sudah ada agar menjadi standar proses yang
baru.

Konsep PDCA sering digunakan dalam industri manufaktur. Sementara ini, Institusi
pemerintahan secara perlahan mulai mengadaptasikan konsep ini. Penyelenggaraan
pemerintahan harus memastikan kualitas dari produk dan jasa yang dihasilkan
memenuhi  kebutuhan masyarakat termasuk juga dalam penyelenggaraan
pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi yang berkelanjutan harus
menjadi budaya organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan. Konsep PDCA dapat
diterapkan dalam menjamin mutu program pelatihan ASN sehingga dapat menciptakan
pelatihan yang berkualitas dan inovatif.

Manajemen memiliki peran untuk memastikan barang/jasa yang dihasilkan berkualitas
(Quality Assurance) dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Jika quality control
digunakan untuk memastikan barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi
maka quality assurance diterapkan sebelum atau selama proses produksi barang atau
layanan jasa berlangsung untuk meminimalisir kesalahan. Keberhasilan manajemen
mutu pada program pelatihan ditentukan oleh konsistensi dalam menjalankan
pedoman manajemen mutu dalam sistem pelaksanaan pelatihan. Pedoman manajemen
mutu harus memuat kebijakan mutu, sasaran mutu, dan prosedur mutu. Sistem
manajemen mutu dalam ISO menggunakan konsep TQM dan PDCA. Selain itu,
pelaksanaan audit secara berkala merupakan indikator keberhasilan manajemen mutu
karena dapat memberikan masukan untuk perbaikan berkelanjutan.

Penjaminan mutu program pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Organisasi adalah pengguna dari lulusan program pelatihan sehingga program
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pelatihan tersebut harus memberikan kompetensi lulusan sesuai dengan visi misi
organisasi. Oleh karena itu, pengendalian mutu program memiliki peran penting dalam
memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan program pelatihan. Menurut Fattah
(2012), mutu adalah kemampuan barang/jasa yang dihasilkan dalam memenubhi
kebutuhan pelanggan internal dan eksternal. Dalam penyelenggaraan pelatihan,
pelanggan pelatihan adalah peserta pelatihan, sedangkan pelangga eksternal adalah
masyarakat. Pelatihan yg bermutu dapat menghasilkan lulusan pelatihan yang
berkualitas untuk meningkatkan pelayanan di sektor publik. Berdasarkan hal tersebut,
penjaminan mutu program pelatihan dasar adalah proses memonitor penyelenggaraan
program pelatihan melalui evaluasi dan melakukan rekomendasi perbaikan secara
berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasaan para pelanggan internal dan eksternal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis,
mengevaluasi dan mengesplorasi mutu program pelatihan dasar saat ini sebagai studi
kasus. Creswell (2014) menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang
menganalisis permasalahan dalam individu atau kelompok sosial tertentu. Dalam
penelitian ini, masalah yang dibahas adalah kelengkapan dokumen mutu dalam
penyelenggaraan pelatihan dasar. Pengumpulan data dilakukan dengan mengevaluasi
dan menelaah dokumen akreditasi tahun 2018. Kemudian, peneliti melakukan studi
literatur konsep PDCA dan peraturan terakait akreditasi program pelatihan. Selanjutnya,
peneliti melakukan pendalaman dan penguataan hasil melalui wawancara dan Focus
Group Dsicussion (FGD). Kegiatan tersebut melibatkan pihak eksternal dan internal
lembaga pelatihan seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN), tim penjamin mutu
internal dan eksternal, para pegawai Lembaga pelatihan. Dari hasil tersebut dilakukan
evaluasi dan analisis guna mendapatkan rekomendasi perbaikan kelengkapan dokumen
penyelenggaraan pelatihan dasar dalam menghadapi re-akreditasi program.

HASIL DAN DISKUSI

Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah lembaga penjamin mutu pelatihan ASN
secara nasional. Salah satu pelatihan yang dijamin mutunya adalah pelatihan dasar.
Penjaminan mutu pelatihan dilakukan dengan akreditasi secara berkala kepada
Lembaga pelatihan penyelenggara. Penilaian terhadap akreditasi mengacu pada
peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020
tentang Akreditasi Pelatihan. Akreditasi program pelatihan dasar menilai 6 unsur utama
yaitu:  unsur perencanaan, unsur penyelenggaraan, unsur evaluasi, unsur hasil
penyelenggaraan pelatihan, unsur pembiayaan, unsur sarana pendukung program
pelatihan.
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Tabel 1 unsur penilaian akreditasi program pelatihan

Penunjang Pelatihan

kebutuhan dan jenis pelatihan

Bobot . Bobot
Unsur T Sub Unsur Indikator Sub-unsur
Perencanaan Perencanaan
Program 20 Program Perencanaan Penyelengaraan Pelatihan 20,0
Pelatihan Penyelenggaraan
Kualifikasi Pengajar (Widyaiswara/Non
Widyaiswara)
Kualifikasi Pengajar tenaga
Tenaga Pelatihan Profesional/praktisi 8,0
Kualifikasi Coach
Kualifikasi Penguji
Pengalaman Menyelenggarakan
Pelatihan
Penyelenggaraan Kesesuaian Kurikulum Pelatihan yang
Pelatihan ) dijadikan acuan dalam
Kesgsualan penyelenggaraan Pelatihan  beserta 6,0
Kurikulum perangkat pelaksanaannya
Penyiapan Bahan Ajar Pelatihan
20
Frekuensi Penyelenggaraan (Kesesuaian
perencanaan dengan pelaksanaan)
Pengelolaan Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran 60
Pelatihan Benchmarking/ Studi Lapangan/ Visitasi '
Kepemimpinan Nasional (khusus PKN,
PKA, PKP)
Metode/sistem monitoring program
Monitoring pelatihan 7,5
Tindak Lanjut monitoring
Evaluasi 15 .
Evaluasi penyelenggaraan  Program
Evaluasi Pelatihan 7,5
Tindak Lanjut Evaluasi
Pemenuhan
Kompetensi Pemenuhan Kompetensi Pelatihan 6,0
Hasil Pelatihan
Penyelenggaraan 15 Pengelolaan Produk | Dokumentasi pengelolaan produk hasil 45
Pelatihan Pelatihan pelatihan '
Evalu.a5| Pasca Evaluasi Pasca Pelatihan 4,5
Pelatihan
Pembiayaan 15 Kesesgalan Kesesuaian 15,0
Pembiayaan
. Lembaga pelatihan memiliki Sarana
Kesesuaian sesuai dengan kebijakan 7,5
Sarana Kebijakan Pelatihan 9 Y '
Pendukung 15 penyelenggaraan program pelatihan
Pelatihan Kualitas Sarana Kualitas sarana sesuai dengan tuntutan -




Jurnal Aparatur Vol. 05 No. 02 2021

Berdasarkan tabel diatas, instrumen penjaminan kualitas program pelatihan mengacu
pada PDCA cycle (plan, do, check, action) dan continuous improvement (perbaikan
secara berkelanjutan), serta didukung oleh sumber daya anggaran dan sarana
prasarana yang memadai. Dari enam unsur yang dinilai, unsur perencanaan program
pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan memiliki bobot tertinggi yaitu 20%. Oleh
karena itu, unsur yang memiliki bobot penilaian tertinggi harus menjadi prioritas utama
dalam melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Perencanaan program
merupakan komponen utama dalam membuat pelatihan yang sesuai dengan
kebutuhan. Penyelenggaraan pelatihan mendeskripsikan kualitas sumber daya manusia,
produk pelatihan yaitu perangkat pelatihan, dan pengalaman dalam pengelolaan
pelatihan. Kualitas sumber daya manusia mengukur kualifikasi, kompetensi,
pengalaman dan hasil evaluasi tenaga pengajar internal dan eskternal. Perangkat
pelatihan mengukur kualitas produk pelatihan yang dihasilkan ketika penyelenggaraan
pelatihan. Terakhir, pengalaman dalam pengelolaan pelatihan menunjukkan frekuensi
dalam menyelenggarakan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran selama pelatihan.

Unsur evaluasi, hasil penyelenggaraan, pembiayaan, dan sarana prasarana
mendapatkan bobot sebesar 15%. Unsur evaluasi menunjukkan monitoring yang
dilakukan selama pelatihan berlangsung dan tindaklanjut yang dilakukan. Hal ini
menggambarkan perlunya perbaikan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan
pelatihan. Unsur hasil penyelenggaraan pelatihan menitikberatkan pada evaluasi model
Kirkpatrick level 2 s.d. 4 yaitu hasil penilaian peserta, perubahan perilaku dan dampak
yang diperoleh oleh organisasi setelah 6 bulan menyelesaikan pelatihan. Unsur sumber
daya anggaran/ pembiayaan dan sarana prasarana mendeskripsikan komitmen
organisasi dalam menyediakan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam
penyelenggaraan pelatihan. Standar minimum yang harus dipenuhi dari setiap unsur
yaitu 80% dari bobot masing-masing tiap unsur agar memenuhi penilaian mutu

minimum.
Ponunjukan
Permochonan  Pemenuhan  im Ascsor don Rapat Perbaikan Sidang
Akreditasi Data Akreditasi  Sckrotariat Pravisitasi Data Akreditasi Akreditasi

1
1
1
\\ I.f l
A i
1
. . b 'U'I.Ital d ]
Persetujuan Pangacakan | Verifikasi Data sitas Verifikasi Data | .
”‘md'iﬂ“' N oataT 1 Akreditasi oleh Akreditasi  pasca Visitasi ss.é’i‘n“;'i";ﬂ?.:ﬂ.
Akroditasi

Gambar 1 Tahapan akreditasi program pelatihan
Gambar 1 menunujukkan tahapan akreditasi program pelatihan dasar. Dari 12 tahapan
penilaian akreditasi, Lembaga pelatihan memiliki tiga tahapan kritis. Adapun tahapan
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adalah penyiapan dokumen-dokumen akreditasi, visitasi, dan perbaikan data akreditasi

hasil visitasi.

Dari penelahaan dokumen yang ada, dilakukan self-assessment terhadap standar

dokumen minimum yang harus dimiliki dibandingkan dengan masing-masing unsur

penilaian seperti table dibawah ini.

Tabel 2 self-assessment pelatihan dasar

Bobot Checklist Kualitas Total Pemenuhan
Unsur Sub Unsur . Bukti Fisik Bukti Bukti Nilai L
Poin . . . . Nilai Unsur
Fisik Fisik Unsur
Dokumen perencanaan
penyelenggaraan termasuk 100%
identifikasi kebutuhan
P
Perencanaan Pf;er:;;naan Surat undangan rapat persiapan v 100%
Program 9 20,0 12,00 Tidak
Pelatihan Penyelenggar Daftar hadir rapat persiapan v 100%
aan
Notulensi rapat persiapan v 100%
Surat izin penyelenggaraan 100%
DRH Tenaga Pengajar \ 40%
Sertifikat Worlfshop Fasilitator v 100%
Program Pelatihan
Survey kepuasan tenaga pengajar v 100%
Dokumentasi pemanfaatan tenaga
Tenaga profesional (Undangan, DRH, daftar v 30%
Pelatihan adir, foto, bahan tayang)
Survey kepuasgn (tenaga pengajar, v 100%
Coach, Penguji)
Portfolio penguji 100%
SK/Surat tugas bagi pengelola,
Penyelenggaraan penyelenggara, dan tenaga pengajar v 100%
. dal | lati 15,77 Tidak
Pelatihan alam penyelenggaraan pelatihan
Laporan Penyelenggaraan \ 100%
Kesesuaian 6,0 Master Jadwal v 100%
Kurikulum Viodul ban ool =P
odul, bahan pembelajaran, RP, 5
RBPMP v 20%
Dilihat dari frekuensi A v 100%
penyelenggaraan pelatihan
DokumethaS| PemaAnfaatan v 100%
Pengelolaan 60 Teknologi Pembelajaran
Pelati , -
elatihan Buku Panduan benchmarking untuk v 100%
peserta
Dokumentasi foto benchmarking v 100%
Laporan Monitoring v 100%
Monitoring 7,5 Instrumen monitoring v 100%
Lapo.ran.tmdak lanjut hasil v 100%
Evaluasi monitoring 11,25 Tidak
Hasil Evalu§5| F?enyelenggarafan (dari v 100%
Evaluasi 75 Peserta, Widyaiswara/ Pengajar)
Laporan tindak lanjut hasil evaluasi 100%
Pemenuhan . R
Kompetensi 60 Rekap Hasil Evaluasi/Nilai Kelulusan v 100%
- Peserta
X Pelatihan
Hasil Pengelolaan
Penyelenggaraan 9 Dokumentasi Hasil Pelatihan 15,00 Memenuhi
. Produk 4,5 . . v 100%
Pelatihan . Offline/Online
Pelatihan
Evalu.a5| Pasca 4,5 Laporan Evaluasi Pasca Pelatihan v 100%
Pelatihan
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SBU v 100%
K .
Pembiayaan esesuaian 150 | DIPA v 100% 1500 | Memenuhi
Pembiayaan
RAB v 100%
Kesesuaian
Kebijakan 75 Bukti Sarana dan Prasarana v 60%
Sarana Pelatihan
Pendukung - 12,00 Tidak
Pelatihan Kualitas
Sarang 75 Bukti Kualitas Sarana dan Prasarana v 100%
Penunjang
Pelatihan
Total Bobot Poin 100,0 Total Bobot Poin 81,02

Berdasarkan tabel 2 diatas, total bobot poin yang didapatkan pada pelatihan dasar
adalah 81,02. Penilaian tersebut terjadi karena dari 6 unsur yang harus dipenuhi,
PPSDMA hanya dapat memenuhi 2 unsur saja yaitu hasil penyelenggaran pelatihan dan
pembiayaan. Sedangkan, empat unsur lainnya belum memenuhi unsur minimum yang
dipersyaratkan yaitu unsur perencanaan, unsur penyelenggaraan, unsur evaluasi, dan
unsur sarana pendukung program pelatihan. Pada unsur perencanaan program
pelatihan belum dilengkapinya dokumen perencanaan penyelenggaraan termasuk
identifikasi kebutuhan dan surat izin penyelenggaraan dari Lembaga Administrasi
Negara. Pada unsur penyelenggaraan pelatihan dengan sub-unsur tenaga pelatihan
belum melengkapi seluruh daftar Riwayat hidup para pengajar, dokumentasi pengajar
professional, dan portofolio penguji pelatihan. Selanjutnya, unsur evaluasi belum
melengkapi dokumen tindaklanjut hasil evaluasi. Terakhir, unsur sarana pendukung
pelatihan belum melengkapi bukti ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan.

Setelah dilakukan self-asssessment, kemudian dilakukan verifikasi, wawancara, dan FGD
dengan pihak terkait sehingga didapatkan rekomendasi dalam peningkatan mutu
penyelenggaraan pelatihan dasar dengan prinsip PDCA. Pada unsur perencanaan
program pelatihan, PPSDMA telah melaksanakan perencanaan penyelenggaraan
pelatihan melalui identifikasi kebutuhan pelatihan dasar dengan mengacu pada
roadmap kebutuhan pegawai Kementerian ESDM. Selanjutnya, PPSDMA juga telah
menyampaikan  surat  kepada Lembaga  Administrasi Negara  sebelum
menyelenggarakan pelatihan tersebut. Namun, PPSDMA perlu melengkapi dua
dokumen tersebut yaitu perencanaan identifikasi kebutuhan pelatihan dasar dan surat
persetujuan izin penyelenggaraan pelatihan dari instansi Pembina. Selain itu, PPSDMA
perlu menyiapkan sistem informasi terpadu untuk menyimpan kegiatan perencanaan
pelatihan seperti daftar hadir, notulen, dan surat-surat penyelenggaraan kegiatan.

Pada sub-unsur tenaga pelatihan di unsur penyelenggaraan pelatihan terdapat tiga
dokumen yang belum lengkap yaitu: daftar riwayat hidup pengajar, dokumentasi
pemanfaatan tenaga professional, dan portofolio penguji. Para tenaga pengajar belum
mengisi daftar riwayat hidup secara lengkap seperti bukti fisik sertifikat
TOT/TOF/workshop pelatihan dasar, riwayat jabatan, riwayat mengajar di lembaga
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pelatihan, daftar keikutsertaan pelatihan diluat TOT, daftar karya tulis ilmiah, dan
riwayat pekerjaan di luar mengajar. Para pengajar harus melengkapi seluruh daftar
riwayat hidup secara lengkap agar mendapatkan penilaian kualitas yang optimal. Pada
penyelenggaraan pelatihan dasar, PPSDMA telah melibatkan tenaga pengajar
professional dari luar PPSDMA, namun dokumen fisik belum disertakan secara lengkap
seperti daftar Riwayat hidup, undangan, dan bahan tayang. Penyelenggara pelatihan
harus melengkapi kekurangan dokumen tersebut untuk mendapatkan hasil yang
maksimal. Terakhir, penguji belum menyampaikan daftar portofolionya sehingga perlu
dilengkapi untuk mendapatkan bukti fisik dokumen portofolio penguji untuk
mendapatkan penilaian yang maksimal. Selain itu, PPSDMA perlu menyiapkan sistem
informasi terpadu untuk menyimpan portofolio para pengajar dan perangkat pelatihan.
Pada unsur evaluasi, PPSDMA telah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan
pelatihan dasar. Evaluasi hasil pelatihan tersebut telah dibuat dalam bentuk laporan
dan disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Namun, dari tindaklanjut
tersebut belum dilengkapi dengan laporan dokumen tindaklanjut hasil evaluasi. Oleh
karena itu, PPSDMA perlu melengkapi bukti fisik dokumen tindaklanjut hasil evaluasi.
Selain itu, PPSDMA perlu juga menciptakan sistem monitoring dan evaluasi berbasis
daring yang dapat dipantau statusnya secara real time.

Pada unsur sarana pendukung pelatihan, PPSDMA memiliki sarana dan prasarana yang
sangat lengkap dan tercatat dalam sistem informasi barang milik negara. Namun, bukti
fisik sarana prasarana belum tercatat dengan lengkap seperti dokumentasi, daftar
barang-barang dalam setiap ruangan. Oleh karena itu, PPSDMA perlu melengkapi bukti
fisik dokumen agar mendapatkan penilaian kualitas yang optimal. Selain itu, PPSDMA
perlu untuk meningkatkan penggunaan sarana prasarana berbasis daring seperti
aplikasi pembelajaran pelatihan.

Tabel 3 self-assessment pelatihan dasar dengan pendekatan PDCA

Bobot Checklist | Kualitas | Total Pemenuha
Unsur Sub Unsur Poin Bukti Fisik Bukti Bukti Nilai n Nilai
Fisik Fisik Unsur Unsur
Dokumen perencanaan
penyelenggaraan termasuk 100%
Perencanaan Perencanaan identifikasi kebutuhan
Program Program 20,0 Surat undangan rapat persiapan 100% 18,40 Memenuhi
Pelatihan Penyelenggaraan Daftar hadir rapat persiapan 100%
Notulensi rapat persiapan \ 100%
Surat izin penyelenggaraan m
DRH Tenaga Pengajar v 80%
Sertifikat Workshop Fasilitator v 100%
Program Pelatihan
Survey kepuasan tenaga pengajar v 100%
Dokumentasi pemanfaatan tenaga
profesional (Undangan, DRH, daftar v 80%
Penyelenggar Tenaga Pelatihan 8,0 hadir, foto, bahan tayang) .
aan Pelatihan Survey kepuasan (tenaga pengajar, 17.94 Memenuhi
- v 100%
Coach, Penguiji)
Portfolio penguji 100%
SK/Surat tugas bagi pengelola,
penyelenggara, dan tenaga pengajar v 100%
dalam penyelenggaraan pelatihan
Kesesuaian 6,0 Laporan Penyelenggaraan v 100%
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Kurikulum Master Jadwal \ 100%
Modul, bahan pembelajaran, RP, o
RBPMP v 20%
Dilihat dari ‘ frekuensi v 100%
penyelenggaraan pelatihan
Dokumentasi Pemanfaatan
Pengelolaan umentast - v 100%
. 6,0 Teknologi Pembelajaran
Pelatihan Buku Panduan benchmarking untuk
uku randu g untu v 100%
peserta
Dokumentasi foto benchmarking 100%
Laporan Monitoring 100%
1 1 0,
Monitoring 75 Instrumen mgmtormg : : 100%
Laporan  tindak  lanjut hasil v 100%
Evaluasi monitoring ? 15,00 Memenuhi
Hasil Evaluasi Penyelenggaraan (dari 100%
Evaluasi 7,5 Peserta, Widyaiswara/ Pengajar) v °
Laporan tindak lanjut hasil evaluasi 100%
Pemenuhaq . 6,0 Rekap Hasil Evaluasi/Nilai Kelulusan v 100%
Hasil Kompetensi Pelatihan Peserta
P lol P k Dok i Hasil Pelatih
Penyelenggar enggoaan rodu 4,5 © .umentz%5| al elatihan v 100% 15,00 Memenuhi
: Pelatihan Offline/Online
aan Pelatihan - - -
Evaluasi Pasca Laporan Evaluasi Pasca Pelatihan
. 4,5 v 100%
Pelatihan
K . SBU 100%
Pembiayaan P:f:;faa'zzn 150 | DIPA 100% | 1500 | Memenuhi
v RAB 100%
Sarana gzls:tsiszinan Kebijakan 75 Bukti Sarana dan Prasarana y —
Pendukung - - - 13,50 Memenuhi
Pelatihan Kualitas Sarana 75 Bukti Kualitas Sarana dan Prasarana v 100%
Penunjang Pelatihan '
Total Bobot Poin 100,0 Total Nilai 94,84

Jika Lembaga pelatihan dapat melengkapi bukti fisik dokumen dari tiap unsur seperti
table diatas, maka hasil self-assessment menunjukkan peningkatan nilai dari 81,02
menjadi 94,84. Hal ini dikarenakan seluruh unsur telah memenuhi standar minimum
80% dari tiap unsur.
Dokumen-dokumen yang sudah dilengkapi, kemudian perlu ditinjau Kembali (review)
oleh peer review (pelaksana lain/ atasan langsung) dan diverifikasi oleh tim penjamin
mutu PPSDMA. Proses ini dilakukan untuk menigkatkan validitas dan kredibilitas
dokumen yang ada sehingga dapat meminimalisir adanya kekurangan atau kesalahan
dokumen yang dibutuhkan.
Setelah melengkapi dokumen-dokumen akreditasi, pada tahapan selanjutnya tim
assessor akan melakukan visitasi akreditasi ke lembaga pelatihan. Sebelum visitasi
tersebut PPSDMA perlu melakukan strategi diantaranya:

1. Melakukan briefing kepada para pihak-pihak yang akan memberikan informasi

saat visitasi seperti tenaga pengajar, penyelenggara pelatihan, tim penjamin

dilakukan untuk

menyamakan persepsi tentang tujuan dan manfaat akreditasi untuk organisasi

mutu eksternal, dan alumni pelatihan dasar. Hal ini
dan individu;

2. Menyiapkan bahan paparan yang berisi profil lembaga, sumber daya manusia,
program unggulan, sarana prasarana, sistem informasi, kerja sama antar

lembaga, sistem penjaminan mutu, dan prestasi lembaga.
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3. Menyiapkan video profil organisasi yang berisi visi misi organisasi, program
pelatihan unggulan, prestasi, dan sarana prasarana lembaga pelatihan.

Tahapan kritis selanjutnya adalah perbaikan data akreditasi hasil visitasi. Tahap ini
adalah kesempatan terakhir bagi lembaga pelatihan untuk melengkapi dokumen yang
kurang. Waktu untuk melengkapi dokumen tersebut sangat pendek sehingga
diperlukan ketelitian dalam melengkapi dokumen yang kurang.
Setelah dilakukan perbaikan data akreditasi, tim penilai akan melakukan sidang akhir
akreditasi. Kategori akreditasi program pelatihan mengindikasikan kualitas penjaminan
mutu penyelenggaran pelatihan dasar bagi ASN dan masa berlaku akreditasi tersebut.
Rentang penilaian akreditasi yaitu 291 mendapatkan kategori A dengan masa berlaku 5
tahun, nilai antara 81 dan 91 mendapatkan kategori B dengan masa berlaku 3 tahun,
dan nilai antara 71 dan 81 mendapatkan kategori C dengan masa berlaku 2 tahun.
Selain itu, proses akreditasi juga menunjukkan catatan-catatan penting yang harus
ditindaklanjuti lembaga untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan
sebagai bagian dari perbaikan yang berkelanjutan. Pebaikan yang berkelanjutan adalah
sasaran utama pada konsep PDCA dalam melaksanakan kegiatan. Konsep PDCA
menggunakan prinsip-prinsip manajemen mutu yang harus dilaksanakan dalam setiap
tahapan penyelenggaraan pelatihan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
monitoring) dan setiap level jabatan.

KESIMPULAN

Akreditasi program pelatihan dasar menggunakan prinsip PDCA (Plan Do Check Action)
dan Continuous Improvement (perbaikan berkelanjutan) dengan 6 unsur utama
penilaian yaitu unsur perencanaan, unsur penyelenggaraan, unsur evaluasi, unsur hasil
penyelenggaraan pelatihan, unsur pembiayaan, unsur sarana pendukung program
pelatihan. Akreditasi program pelatihan terdiri dari 12 tahapan penilaian akreditasi.
Lembaga pelatihan memiliki tiga tahapan kritis dalam menentukan kategori akreditasi
yaitu pada pada tahapan penyiapan dokumen-dokumen akreditasi, visitasi, dan
perbaikan data akreditasi hasil visitasi. Dari hasil self-assessment, PPSDMA hanya
mendapatkan nilai 81,02 atau akreditasi kategori B karena hanya memenuhi 2 unsur
saja yaitu hasil penyelenggaran pelatihan dan pembiayaan. Namun, jika dilakukan
intervensi dan perubahan dalam unsur lainnya seperti melengkapi kekurangan
dokumen maka PPSDMA akan mendapatkan nilai 94,84 atau akreditasi kategori A
karena seluruh unsur memenuhi standar minimum penilaian. Adapun hal yang harus
dilakukan adalah melengkapi dokumen perencanaan identifikasi pelatihan dan surat
izin penyelenggaraan pada unsur perencanaan, melengkapi portofolio tenaga pengajar
dan dokumentasi kegiatan pada unsur penyelenggaraan pelatihan, melengkapi
dokumen tindaklanjut hasil evaluasi pada unsur evaluasi, dan melengkapi dokumentasi
ketersediaan sarana prasarana baik fisik dan aplikasi berbasis elektronik dari pada unsur
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sarana prasarana pelatihan. Selanjutnya, dokumen yang sudah dilengkapi perlu di
periksa, ditinjau Kembali oleh berbagai pihak guna meminimalisir kesalahan atau
kekurangan dokumen. Selain itu, PSPDMA juga harus melakukan strategi ketika visitasi
berlangsung dengan melakukan briefing kepada pihak terkait, menyiapakan bahan
paparan dan video profil. Hasil penilaian akrditasi akan mencerminkan kualitas
penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan dasar bagi ASN dan memberikan
catatan-catatan penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan dari
setiap tahapan.
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